SALINAN

PUTUSAN

Perkara Nomor 05/KPPU-1/2014

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang
memeriksa Perkara Nomor 05/KPPU-1/2014 telah mengambil Putusan tentang Dugaan
Pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan/atau Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999”) yang dilakukan oleh:

1. Terlapor I, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, yang beralamat di Gedung BRI
1, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 44-46, Jakarta Pusat 10210, Indonesia; ------------------
2. Terlapor Il, PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA, yang beralamat di
Graha Irama Lantai 5 dan 15, Jalan H.R., Rasuna Said Blok X-1 Kavling 1 dan 2, Jakarta
Selatan 12950, INAONESIA; -=-=-=======mmmmm oo oo e
3. Terlapor I1l, PT Heksa Eka Life Insurance, yang beralamat di Graha Inkoppabri, Jalan
Duren Tiga Nomor 38A-B, Jakarta Selatan 12780, Indonesia; --

----------------------- -Majelis Komisi

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran;
Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-------------

Setelah mendengar keterangan para Saksi;

Setelah mendengar keterangan para Ahli;

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator;

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor;




SALINAN

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Komisi telah melakukan penelitian tentang dugaan pelanggaran
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia,
Tbk (Persero), PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA, dan PT Heksa Eka Life

Insurance;

Menimbang bahwa setelah dilakukan Klarifikasi, laporan penelitian tersebut merupakan
kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan

pelanggaran pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
Menimbang bahwa setelah dilakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi Laporan,

diperoleh bukti yang cukup, jelas, dan lengkap mengenai dugaan pelanggaran yang

dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan;
Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut

dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan

Laporan Dugaan Pelanggaran; --------=-====mmmm e s oo
Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan
Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran (Vide bukti 11); ------
Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut, Ketua Komisi
menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan dengan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor
14/KPPU/Pen/111/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara
Nomor 05/KPPU-1/2014 (Vide bukti Al);

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua

Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor
37/KPPU/Kep/111/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi
sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 05/KPPU-1/2014
(Vide bukti A2);
Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 05/KPPU-1/2014 menerbitkan
Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 16/KMK/Kep/I11/2014 tentang Jangka Waktu

Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 05/KPPU-1/2014, yaitu dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan
tanggal 19 Mei 2014 (Vide bukti A6);
Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan

Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan
Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan

Sidang Majelis Komisi yang dilampiri Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Terlapor
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(Vide bukti A2, A7, A8, A9, A10, All, A12, Al3, Al4, Al5, Al6, Al7, Al8, Al19, A20,
A21, A22, A23, A24, A25, A26);
Menimbang bahwa pada tanggal 2 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang

Majelis Komisi | dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan

Pelanggaran oleh Investigator kepada para Terlapor (Vide bukti B1);
10.1 Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi | tersebut dihadiri oleh Investigator,

Terlapor 1, Terlapor 11, dan Terlapor I,
Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 2 April 2014, Investigator
membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai
berikut (Vide bukti 12);
11.1 Tentang Obyek Perkara; -----------=-=-=-mmm oo

Obyek Perkara ini adalah tying in produk perbankan berupa Kredit Pemilikan
Rumah ("KPR”) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (”BRI”) dengan
produk asuransi jiwa dari PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA dan
PT Heksa Eka Life Insurance. Tying in tersebut merupakan bentuk penguasaan
pasar yang menghalangi perusahaan asuransi jiwa lainnya untuk melakukan
kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Perilaku ini mengakibatkan
tertutupnya pilihan bagi debitur KPR BRI untuk memilih perusahaan asuransi jiwa

yang kompetitif;

11.2 Dugaan Pelanggaran;------=-=-==-=nmm s o oo

Dugaan pelanggaran dalam perkara ini adalah Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf
a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dikutip sebagai berikut;

Pasal 15 ayat (2)
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat
persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus
bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.”

Pasal 19 huruf a
“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri
maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan
kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan

11.3 Gambaran Umum dan Permasalahan;
Bahwa produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah salah satu produk
perbankan yang mempersyaratkan adanya asuransi jiwa. Bahwa terkait kegiatan
bancassurance, terdapat aturan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP
tanggal 23 Desember 2010 (”SEBI”) untuk kerjasama antara bank dengan
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perusahaan asuransi dengan model bisnis referensi dalam rangka produk Bank,
antara lain diatur bahwa untuk mengakomodasi kebebasan nasabah Bank dalam
memilih produk asuransi yang diwajibkan, Bank harus menawarkan pilihan
produk asuransi dimaksud paling kurang dari 3 (tiga) perusahaan asuransi mitra

Bank yang 1 (satu) diantaranya dapat merupakan pihak terkait Bank; --------------

Pasar BersangKutan; -===============mm oo e
Pasar bersangkutan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran ini adalah pasar produk

asuransi jiwa bagi debitur KPR BRI dengan jangkauan daerah pemasaran yang

meliputi unit kerja Terlapor di seluruh wilayah Indonesia.-----------=--=-==-==-=--=----

Peraturan;
11.5.1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian; ----
11.5.2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember
2010 (SEBI) tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang
Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan
Asuransi (BanCasSuranCe );-------====-==-=mmmmmm oo oo
11.5.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003
tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI1/2009
tanggal 1 Juli 2009; ----=-=mmmmm oo
11.5.4 Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (Terlapor 1)
No. S.09-Dir/ADK/02/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Kredit
Kepemilikan RUMah; =--=-==-=-mm e m oo
1155 Surat Edaran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) NOSE: S.45-
DIR/ADK/10/2005 tanggal 19 Oktober 2005, dan Surat Edaran PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) NOSE: S.45a-DIR/ADK/10/2005 tanggal 2
JUNT 2009; —-m-mmmm e
11.5.6 Bancassurance adalah aktifitas yang dilakukan oleh Bank untuk

memasarkan produk asuransi dengan membagi menjadi tiga model bisnis

yaitu:

11.5.6.1 Referensi yaitu Bank menawarkan produk asuransi kepada

nasabahnya yang mencakup: ----------=-===-mmmsmmmmmmmmmmme -
a. Referensi dalam rangka produk bank dimana nasabah
diharuskan untuk mengambil produk asuransi jiwa dan
kerugian sebelum mengambil produk bank seperti KPR. Bl
mensyaratkan Bank wajib menawarkan tiga perusahaan
asuransi kepada nasabah sehingga nasabah boleh memilih

perusahaan asuransi yang sesuai dengan preferensinya.-----
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b. Referensi yang bukan produk bank dimana perusahaan

asuransi misalnya membuka loket khusus di kantor Bank.--

11.5.6.2 Kerjasama distribusi dimana Bank tidak sekedar menawarkan
tapi juga menjelaskan produk asuransi yang ditawarkan

dimana petugas bank yang menawarkan harus memenuhi

persyaratan tertentu.

11.5.6.3 Integrasi produk yaitu produk hasil penggabungan produk

bank dan asuransi dengan persyaratan yang lebih ketat.---------
11.5.7 Pekerjaan pengawasan bank diatur dalam Peraturan Dewan Gubernur
Nomor 11/8/PDG/2009. Setiap departemen yang terdiri dari divisi-divisi
mengawasi sekitar 20 bank dimana setiap divisi mengawasi 2 hingga 3 bank.

Khusus di Departemen Pengawasan Bank | memiliki 9 divisi dan Divisi
Pengawasan Bank 1.3 mengawasi BRI dan juga BRI Agro. Dalam rangka
melakukan pengawasan perbankan, Bl melakukan analisis terdapat delapan

risiko untuk melihat area mana yang rentan bagi Bank yaitu: -------------------

(@) Kredit; ------mmmmmmmemmme e _
(b) Pasar; ---------------- e
(c) Likuiditas; ----------=--------- S— e -
(d) Operasional; --------==========-e-emmeeo- e
(8)  HUKUM; mmmmmmmm oo oo oo oo
(f) Reputasi; ----------=======mmmemmmmemeeee - e
(g) Strategis; ---------==========mmmmmmmeemeeem e
(h) Kepatuhan. -----=--=====-emmmemmme oo N -

11.5.8 Pengawas Bl adalah pihak yang berwenang menilai dan menjatuhkan
sanksi. Jika ada bank yang menawarkan kurang dari tiga perusahaan
asuransi jiwa sebagaimana diatur dalam SEBI maka terdapat sanksi
administratif yang bisa dikenakan sebagaimana diatur dalam Bab IV
mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi. Sanksi administratif diberikan

tergantung tingkat kesalahannya yaitu berupa: ---------=-==-======nezumnmv--

(@ Teguran tertulis; ----------=-=-=-=-=------- --

(b) Penurunan tingkat kesehatan bank; ---------==-====-=mnmememmmmmmeeee
(c) Pembekuan kegiatan usaha tertentu; ------------

(d) Pencantuman pengurus, pegawai dan/atau pemegang saham dalam
daftar pihak yang berpredikat tidak lulus fit and proper test; --------

(e) Pemberhentian pengurus bank. --------- m-mmmmmmmmsemmoeeeee-

11.6  Perjanjian Kerjasama; ------=-=--=-mmmmmmmmm oo oo oo
11.6.1 Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur
Kredit Pemilikan Rumah BRI antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)

(Terlapor 1) dengan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Terlapor Il)
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Nomor: B.02/ADK/PJB/01/2003 dan Nomor:
B.002/DIR/SBA/PST/1/2003 tanggal 6 Januari 2003. (Vide bukti I 2.8);---
11.6.2 Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(Terlapor 1) dengan PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
(Terlapor I1) tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit
Pemilikan Rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (KPR-BRI)
Nomor: B.0149-ADK/PJB/08/2012 dan Nomor:
B.3659/DIR/BCS/V111/2012 tanggal 7 Agustus 2012. (Vide bukti 1 2.4); --
11.6.3 Addendum | Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk dengan PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan
Rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (KPR-BRI) Nomor:
B.006-ADK/PJB/01/2013 dan Nomor: B.161/DIR/AJK/1/2013 tanggal 14
Januari 2013. (Vide bukti 1 1.15)
11.6.4 Perjanjian Kerjasama antara Terlapor | dengan Terlapor Il tentang
Asuradur Rekanan, Nomor: B.138-ADK/PJB/07/2013 dan Nomor
PKS.011/HELI/V11/2013 tanggal 29 Juli 2013. (Vide bukti I 3.9)-----------

11.6.5 Perjanjian Kerjasama antara Terlapor Il dengan Terlapor Il tentang

Penutupan Ko-asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah
BRI Nomor: B.038.DIR/SBA/I1/2003 dan Nomor: B.0164/HELI/11/2003
tanggal 17 Februari 2003. (Vide bukti | 2.9)

11.6.6 Perjanjian Kerjasama antara Terlapor Il dengan Terlapor Ill tentang

Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nomor:
B.169.DIR/SBA/V/2004 dan Nomor: B.251/PT.HELI/\V/2004 tanggal
18 Mei 2004. (Vide bukti 1 3.7)
11.6.7 Adendum VIII Perjanjian Kerjasama antara Terlapor 1l dengan Terlapor

I11 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan

Rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Nomor:
B.1497/DIR/AJK/03/2013 dan Nomor: PKS.004/HELI/111/2013 bulan

Maret 2013. (Vide bukti I 2.11)

11.6.8 Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Terlapor | (Perjanjian KPR BRI)

antara Terlapor | dengan debitur KPR BRI. (Vide bukti I 1.1) ---------------

11.6.9 Polis Asuransi Jiwa Bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah Bank Rakyat
Indonesia dengan Nomor Polis Kumpulan KPR.B.17.12.2002. (Vide bukti

11.3)

11.7 Pemilihan Rekanan BRI,
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Untuk proses penawaran kerjasama, dapat dicari oleh BRI atau dilakukan
melalui inisiatif penawaran oleh perusahaan asuransi jiwa. Bahwa proses
awal Terlapor 11 dan Terlapor 1l menjadi rekanan Terlapor | dimulai atau
diawali dari proses beauty contest yang dilakukan pada tahun 2005. (Vide
bukti keterangan Terlapor 11 pada tanggal 18 Oktober 2013); ---------------
Perusahaan asuransi lain yang pernah memasukkan penawaran selain
Bringin Life dan Heksa Life adalah: Awvrist, Relife, Asuransi Jiwa
Bumiputera dan Allianz Life. BRI tetap melakukan evaluasi terhadap
perusahaan asuransi tersebut, namun sampai saat ini belum ada yang
terms and conditions-nya minimal sama dengan Bringin Life dan Heksa
Life, karena belum sesuai dengan mitigasi risiko produk BRI. (Vide bukti

keterangan Terlapor | pada tanggal 18 Oktober 2013) ; ------------- --

BRI tidak memiliki terms and conditions untuk melakukan evaluasi
terhadap perusahaan asuransi. Hanya saja setelah pengalaman
bekerjasama dengan Bringin Life dan Heksa Life, BRI membandingkan
perusahaan asuransi jiwa yang lain dengan terms and conditions Bringin
Life dan Heksa Life. (Vide bukti keterangan Terlapor | pada tanggal
18 OKtober 2013); ------mmmmmmm oo e
Besaran Free cover limit untuk produk KPR adalah lima ratus juta rupiah.

Free cover limit adalah semata-mata proses untuk pengajuan klaimnya
tanpa perlu memeriksa dokumen pendukungnya. Namun jika nominalnya
lima ratus juta rupiah maka harus melengkapi dokumen pendukung untuk
pengajuan klaim. Praktek tersebut dilakukan oleh Bringin Life karena ada

perusahaan re-asuransi yang memback-up. (Vide bukti keterangan

Terlapor 1l pada tanggal 27 November 2013) ; ------=-==-====mmmmmmmmmmmmmemeee
Perusahaan asuransi terlebih dulu menawarkan rate kepada BRI,
kemudian ada proses tawar menawar terkait rate yang ditawarkan oleh
rekanan asuransi baru, sehingga rate asuransi bisa berbeda-beda. (Vide
bukti keterangan Terlapor | pada tanggal 25 September 2013) ;------------

PT Awvrist Assurance dan PT Asuransi Jiwa Recapital menyatakan bahwa
terms and conditions untuk menjadi rekanan Terlapor | sulit untuk

dipenuhi oleh perusahaaan asuransi jiwa tersebut, yakni terkait tarif premi

dan prosedur klaim ; ------------------om-m--- e EEE
Walaupun SEBI meminta minimal tiga perusahaan asuransi jiwa, BRI
hanya memiliki dua perusahaan rekanan karena produk atau manfaat

asuransi jiwa yang ditawarkan masih dibawah manfaat produk yang ada
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sehingga BRI tidak menambah rekanan baru. (Vide bukti keterangan

Terlapor | pada tanggal 25 September 2013). ------=-=-=-=-===nmnmnmmmmmmmmm-

Pembentukan konsorsium antara Terlapor Il dan Terlapor Il adalah
inisiatif Terlapor 11 dan Terlapor Ill. Hal tersebut dikomunikasikan
dengan Terlapor 1. Terlapor | tidak memiliki aturan yang melarang
pembentukan konsorsium. (Vide bukti keterangan Terlapor | pada tanggal
18 Oktober 2013); ------=-=mnmmmm s m o oo

Konsorsium antara Terlapor Il dan Terlapor Ill dimulai pada tahun 2003,

atas usul Terlapor I. Pemimpin konsorsium adalah Terlapor I, dan
Terlapor Il yang menerbitkan sertifikat kepesertaan. Besaran persentase
juga memungkinan untuk dirubah namun Leader pasti lebih besar. Saat
ini Terlapor 111 hanya ikut Leader saja dan juga tidak meminta perubahan
angka persentase. (Vide bukti keterangan Terlapor Il pada tanggal 28
NovemMber 2013); —---mmmmmm oo

Karena besarnya risiko dalam hal asuransi, maka Terlapor Il dan Terlapor

Il melakukan pembagian risiko dengan komposisi pertanggungan premi
60%:40%. Nilai maksimal retensi Terlapor Il adalah seratus juta rupiah
dan sisanya direasuransikan ke PT Maskapai Reasuransi Indonesia, PT
Reasuransi Indonesia, dan PT Nasional Reasuransi Indonesia. (Vide bukti
keterangan Terlapor Il pada tanggal 18 Oktober 2013, dan keterangan
Terlapor 111 pada tanggal 9 Oktober 2013); ---------=-==-======mmmmmmmmmmeem

Terlapor Il adalah penerbit polis dalam bentuk polis induk dimana diatur
mengenai hak dan kewajiban Terlapor 1l dan Terlapor | sebagai
tertanggung. Terlapor 1l tertulis sebagai penanggung karena merupakan
Leader dari konsorsium dan Terlapor 111 adalah anggota. Terlapor Il juga
menerbitkan sertifikat kepesertaan nasabah yang isinya adalah
pasal-pasal mengenai hak-hak nasabah. (Vide bukti keterangan Terlapor 11
pada tanggal 18 Oktober 2013); ----------------- RGeS

Beberapa terms and conditions yang ditentukan Terlapor | pada saat

proses tender di tahun 2005 adalah underwriting limit, usia yang bisa
diterima, tarif premi, uang pertanggungan, klaim, kondisi perusahaan, dan
jangkauan pelayanan, dimana Terlapor Il memiliki jangkauan di 33
provinsi dengan 43 kantor cabang. (Vide bukti keterangan Terlapor I
pada tanggal 18 Oktober 2013). --------==m-mmmm oo
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Nasabah akan membayar premi pada saat nasabah menerima polis. Hal

tersebut terjadi setelah ada persetujuan dari perusahaan asuransi
berdasarkan surat dari perusahaan asuransi melalui bank. (Vide bukti
keterangan Terlapor Il pada tanggal 9 Oktober 2013). Mekanisme
pembayaran premi dari nasabah ke Terlapor Il dan Terlapor Ill adalah
dibayarkan sebesar 100% kepada Terlapor Il terlebih dahulu dan setelah
diproses baru dibayarkan kepada Terlapor I1l. Dengan demikian, nasabah

hanya mengetahui pembayaran premi ke Terlapor Il. (Vide bukti

keterangan Terlapor 1l pada tanggal 18 Oktober 2013); ---
Nasabah mengajukan klaim ke Terlapor | setelah itu Terlapor Il
membayarkan 100% kepada Terlapor I, selanjutnya menyusul proses
pembayaran dari reasuransi dan Terlapor Ill. (Vide bukti pemeriksaan
Terlapor 1l pada tanggal 18 Oktober 2013).

11.10.1 Berdasarkan Daftar Perusahaan Asuransi Rekanan Terlapor I tahun 2010-

2011, tahun 2011-2012, tahun 2012-2013 dan tahun 2013-2014,
menunjukkan sejumlah 18 (delapan belas) sampai dengan 21 (dua puluh
satu) perusahaan asuransi kerugian yang menjadi rekanan Terlapor I,
namun hanya terdapat 2 (dua) perusahaan asuransi jiwa yang menjadi
rekanan Terlapor |, Jiwa BRINGIN JIWA
SEJAHTERA dan PT Heksa Eka Life Insurance. (Vide bukti I 1.18, |
1.19,11.20, 1 1.21); -----------m=-mmmmmmmo- -

yaitu PT Asuransi

11.10.2 Berdasarkan Surat Nomor B.1467.IDR/BCS/04/2012 tanggal 19 April

2012 dari Terlapor 11 kepada Terlapor | mengenai penawaran perubahan
terms and conditions Asuransi Jiwa yang ditawarkan sebagai berikut:
(Vide 1 1.22); -=---======mmmmmmmmmm e

Kriteria Kondisi lama Kondisi baru

(existing)

Tarif premi 100% existing Turun 25% + 20% dari
existing

Fee based 25% -

Usia + jangka X +n < 65 tahun (tidak berubah)

X = maks. 64 tahun
n = maks. 20 tahun
Free cover limit (FCL)

Underwriting FCL untuk JUP s.d.

(Berdasarkan untuk JUP s.d. 100 juta 300 juta (s.d usia 60);
jumlah uang (s.d. usia 60); JUP >100 JUP >300 juta s.d. 500
pertanggungan juta s.d. 300 juta (s.d. juta(s.d. usia55)

(JUP) dan usia
masuk (s.d. 55, 56
s.d. 60, 61 s.d 64))

usia 55)

Non medical (NM)
untuk JUP s.d 100 juta
(usia 61 s.d 64), JUP

NM untuk JUP s.d 300
juta (usia 61 s.d. 64),
>300 juta s.d 500 juta
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Non medical
Free cover limit
Akseptasi

Klaim

Pengecualian

>100 juta s.d. 300 juta
(s.d usia 64), JUP >300
juta s.d 500 juta (s.d.
usia 64), JUP >500 juta
s.d. 1 milyar (s.d. usia
60)

s.d. Rp 1 milyar

s.d Rp 300 juta

* Tidak boleh menolak

pengajuan asuransi

* Pengajuan  asuransi
dalam kondisi hamil

(berapapun usia
kehamilan) dapat
diterima

Debet langsung s.d. Rp
50 juta, dan di atas itu

pengajuan terlebih

dahulu

+ Kematian yang
disebabkan bentuk
perbuatan/percobaan
bunuh diri

+ Kematian akibat
perbuatan  kejahatan

yang dilakukan oleh
yang berkepentingan

terhadap kematian
debitur
+ Kematian akibat

penyakit HIV/AIDS

+ Kematian yang
disebabkan penyakit
paru  dan  belum
mengirimkan hasil
STD/Rontgen  dada
(khusus  pengajuan
asuransi dalam
kondisi hamil)

(usia 56 s.d 60), >500
juta s.d. 1 milyar (s.d
usia 60), >1 milyar
s.d. 2 milyar (s.d. usia
55)

s.d. Rp 2 milyar
s.d Rp 500 juta
(Tidak berubah)

(Tidak berubah)

(Tidak berubah)

11.10.3 Berdasarkan dokumen rekapitulasi premi dan klaim bancassurance

Terlapor Il untuk peserta Januari sampai dengan Agustus 2013 diperoleh

data sebagai berikut:

a. Rasio jumlah peserta klaim dibandingkan jumlah peserta penutupan

asuransi adalah sebesar 0,77 % (nol koma tujuh puluh tujuh persen); --

b. Rasio jumlah klaim dibandingkan jumlah premi adalah sebesar

41,58% (empat puluh satu koma lima puluh delapan persen); -----------
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11.10.4 Berdasarkan tabel tarif premi bagi peserta Asuransi Jiwa Kredit, Terlapor
Il dan Terlapor 111 memberikan tabel perhitungan yang sama persis yang
dihitung berdasarkan perbandingan usia dan masa asuransi; ----------------

11.10.5 Berdasarkan Rekapan Perjanjian Kerjasama (PKS), selain bekerjasama

dengan Terlapor I, Terlapor Il juga bekerjasama dengan 9 (sembilan)

bank lainnya yaitu: --------------=-==--m-mmmmm - e PR

a. Bank Agris;------- S
PT BRI Agroniaga, Thk; ----=-====-=mnmmmemm e

o

c. BPR Banjar Arthasariguna; -------------------- mmmmmmmmmmmmeeee e
d. BPR Indomitra Artha Pertiwi; mmmmmmmm e
e. BPR Ronatama Mandiri Jambi; ------=-=-==mmmmmmmmm oo
f. BPR Arthakelola Cahayatama; -------=-====-=========m=mmmmmmmmm e
g. BPR Dana Karunia Sejahtera; --------------- m=mmmmmememememe e eeae
h. BPR Porong Lestari Cabang Pandaan; ---------=-======-=====memmmmum-

I.  BPR Tuah Negeri Mandiri; ------=-========mmmmmmmmm oo -

11.10.6 Berdasarkan Daftar Rekanan dan Data Perbandingan Jumlah Peserta

Pemegang Polis antara Terlapor | dengan 9 (sembilan) bank rekanan PT
Terlapor 11, jumlah pemegang polis (kepesertaan) terbesar adalah PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yaitu sebesar 98,76% (sembilan
puluh delapan koma tujuh puluh enam persen) pada tahun 2012 dan
96,41% (sembilan puluh enam koma empat puluh satu persen) sampai

pertengahan tahun 2013; ---------------=-------- memmmmmmmememmeeeeeeees

11.10.7 Berdasarkan rekapitulasi tertanggung asuransi jiwa KPR BRI pada tahun
2010 adalah sejumlah 10.831 (sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh satu),
tahun 2011 sejumlah 9.802 (sembilan ribu delapan ratus dua) dan tahun
2012 sejumlah 9.078 (sembilan ribu tujuh puluh delapan), dengan total
29.711 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas) tertanggung; ---------

11.11 Analisis INVEStIgator; ===-=-==mmmmm s oo

11.11.1 Tentang Konsorsium Terlapor Il dan Terlapor IlI;
Pembentukan konsorsium atau ko-asuransi tersebut bukan dilakukan atas
inisiatif Terlapor Il ataupun Terlapor 111, melainkan atas inisiatif dan atau
rekomendasi oleh Divisi Administrasi Kredit Kantor Pusat Terlapor I.
Dimana konsorsium Terlapor 1l dan Terlapor Il dibentuk untuk
memenuhi salah satu persyaratan sebagai rekanan Terlapor I; ---------------

11.11.2 Tentang Terms and Conditions PKS Asuradur Terlapor I; -------------------
Bahwa tindakan Terlapor | dalam menetapkan terms and conditions

antara lain terkait dengan tarif premi, free cover limit, dan mekanisme
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pembayaran klaim yang mengacu pada dan dapat dipenuhi oleh Terlapor
Il dan Terlapor Ill, tetapi sulit untuk dipenuhi oleh pesaing potensial
Terlapor Il dan Terlapor 1ll dan tidak feasible, telah menciptakan
hambatan masuk ke pasar (barriers to entry) bagi para pelaku usaha

potensial lain yang ingin masuk ke pasar bersangkutan (competition for

the market); --------------- SR —— e
11.11.3 Tentang perusahaan asuransi jiwa lain sebagai pesaing potensial

Konsorsium Terlapor Il dan Terlapor HI; ----=--==mmmmmmmmm e
Terdapat perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang berminat dan
memiliki potensi untuk bekerjasama dengan Terlapor I. Namun sampai
saat ini belum ada perusahaan asuransi jiwa yang dapat memenuhi
preferensi atau kriteria yang diharapkan oleh Terlapor | sebagaimana
yang telah diberikan oleh Terlapor Il dan Terlapor Ill. Kesulitan pesaing
potensial untuk memenuhi persyaratan Terlapor | antara lain terkait
dengan rate premi, proses klaim dimana klaim dibayarkan terlebih dulu
dan setelah dokumen klaim, dan adanya offset premi dengan pembayaran
klaim sehingga terdapat hambatan masuk (entry barrier) yang nyata bagi
pelaku usaha potensial lain yang ingin masuk ke dalam pasar
bersangkutan; ---- S

11.11.4 Dampak tindakan Terlapor | bersama-sama dengan Terlapor Il dan

TerlapOr 1 ==mmmmm e oo

Konsumen in cassu debitur KPR BRI tidak memiliki pilihan lain selain
menyetujui klausul asuransi jiwa yang ditawarkan dalam perjanjian KPR-
nya, dikarenakan konsumen berada pada posisi tawar yang lemah. Selain
itu terbukti derajat persaingan agar pelaku usaha lain dapat masuk ke
pasar bersangkutan, telah berkurang dengan persyaratan terms and
conditions yang tidak feasible dan memberatkan sehingga terdapat
dampak negatif terhadap persaingan dan atau persaingan usaha tidak sehat

atas tindakan yang dilakukan oleh Para Terlapor; ----------====-==-=semnmen--

11.12 Analisis Pemenuhan Unsur Pasal;
11.12.1 Unsur ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
11.12.1.1 Pelaku Usaha;

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal

15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam

perkara tersebut adalah;

a. Pengertian pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1
angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah,
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11.12.1.2 Perjanjian;

a.

11.12.1.3 Pihak Lain;

a.

SALINAN

“setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang
berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri
maupun bersama-sama melalui perjanjian,

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang

EKONOMI ™} ===mm = e e e e e --
Bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
sebagaimana dijelaskan pada profil Terlapor I merupakan
badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan
di Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal
Sudirman Kavling 44-46, Jakarta Pusat 10210, Indonesia,
dan melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan, salah
satunya adalah pemberian KPR.
Dengan demikian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),
Tbk. in cassu Terlapor I memenuhi Kriteria pelaku usaha
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut di atas; ---------------

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan perjanjian
adalah, “suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha
untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku
usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun

tidak tertulis”; e

Bahwa Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. (Perjanjian KPR BRI)
merupakan perjanjian tertulis antara Terlapor | dengan
debitur KPR BRI, yang memuat hak dan kewajiban
masing-masing pihak terkait pemberian kredit berupa KPR

BRI, dengan demikian unsur Perjanjian terpenuhi; ----------

Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 5 Tahun 2011
tentang Pedoman Pasal 15 tentang Perjanjian Tertutup,
pengertian Pihak Lain disamaartikan dengan pengertian
Pelaku Usaha Lain, yang didefinisikan, “sebagai pelaku

usaha yang mempunyai hubungan vertikal maupun
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horisontal yang berada dalam satu rangkaian produksi

dan distribusi baik di hulu maupun di hilir dan bukan

merupakan pesaingnya’’; ---==-==============n=ux e
b. Bahwa PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
in cassu Terlapor 1l, sebagaimana dijelaskan pada profil
Terlapor 11, merupakan badan hukum yang berkedudukan
di Graha Irama Lantai 5 dan 15, Jalan H.R. Rasuna Said
Blok X-1 Kavling 1 dan 2, Jakarta Selatan, dan melakukan
kegiatan usaha antara lain di bidang asuransi jiwa; ----------
c. Bahwa PT. Heksa Eka Life Insurance, in cassu Terlapor
I1l, sebagaimana dijelaskan pada profil Terlapor I,
merupakan badan hukum yang beralamat di Graha
Inkopabri, Jalan Duren Tiga Nomor 38A-B, Jakarta Selatan
dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang

asuransi jiwa, =-=-=-=-=====ssssemecmmen oo --

d. Bahwa dalam perkara a quo, Terlapor Il dan Terlapor IlI
membentuk sebuah konsorsium, dimana Terlapor 1l
bertindak sebagai Leader. Konsorsium tersebut merupakan
perusahaan yang menjadi rekanan dan melakukan
perjanjian dengan Terlapor I, untuk meng-cover asuransi
jiwa KPR BRI. Dengan demikian unsur Pihak Lain
terpenuni; ==--=-mmmmm oo --

11.12.1.4 Pihak Yang Menerima;

a. Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 5 Tahun 2011
tentang Pedoman Pasal 15 tentang Perjanjian Tertutup,
pengertian Pihak Yang Menerima adalah, “pelaku usaha
yang menerima pasokan barang berupa barang dan/atau
jasa dari pemasok’’; =========mmmmmmmm oo

b. Bahwa Terlapor | bertindak selaku pelaku usaha yang
membuat Perjanjian KPR BRI dengan Debitur; --------------

c. Bahwa berdasarkan Perjanjian KPR BRI tersebut, maka
pihak yang menerima barang dan jasa tertentu adalah
debitur KPR BRI. Dengan demikian unsur Pihak Yang

Menerima terpenuhi; =-------=--=-=mmmmmm oo

11.12.1.5 Barang dan atau Jasa (tying product);
a. Bahwa yang dimaksud dengan barang berdasarkan Pasal 1
angka 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah,
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11.12.1.6 Barang dan atau Jasa Lain (tied product);

a.

SALINAN

“setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud,
baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau
dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha’’; ----------
Bahwa dalam Perjanjian KPR BRI tersebut, Terlapor |
memberikan barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud
pada ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 di atas berupa Kredit Pemilikan Rumah dari
Terlapor | (KPR BRI) kepada debitur KPR BRI; ------------
Bahwa yang dimaksud barang dan atau jasa dalam perkara
a quo adalah KPR, sehingga unsur barang terpenuhi; -------

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perjanjian KPR BRI
tersebut, debitur KPR BRI diwajibkan untuk ikut serta
dalam asuransi jiwa kredit yang diasuransikan pada PT
Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA, in cassu

Terlapor Il; ---------------- mememememememe oo —-m-mmee-

Bahwa produk asuransi jiwa Terlapor Il ini merupakan
barang lain sesuai dengan pengertian Pasal 1 angka 16
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di atas, yang
dipersyaratkan  kepada debitur KPR BRI untuk
memperoleh KPR BRI, e

Bahwa unsur barang lain adalah asuransi jiwa, yang

dibuktikan dengan kewajiban pembayaran premi asuransi
jiwa oleh debitur KPR BRI kepada Terlapor Il dan
Terlapor 111 selaku pelaku usaha pemasok melalui Terlapor
I. Dengan demikian unsur barang lain terpenuhi; ------------
Bahwa unsur-unsur Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 terbukti dengan adanya Perjanjian
KPR BRI yang dibuat antara Terlapor | selaku pelaku
usaha dengan debitur KPR BRI selaku pihak lain.
Perjanjian KPR BRI tersebut terbukti memuat persyaratan
bahwa debitur KPR BRI selaku pihak yang menerima
barang tertentu berupa KPR BRI, diwajibkan membeli
barang lain yaitu dengan membayar premi untuk asuransi

jiwa dari Konsorsium Terlapor 1l dan Terlapor 111 selaku
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pelaku usaha pemasok. Maka dengan demikian seluruh

unsur Pasal 15 ayat (2) terpenuhi; --------=-=-=-=-------- -

11.12.2 Unsur ketentuan Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

11.12.2.1 Pelaku Usaha;

a.

C.
11.12.2.2 Pelaku Usaha Lain;
a.

Pengertian pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1
angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah,
“setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang
berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri
maupun bersama-sama melalui perjanjian,
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang
EKONOMI 7} === mmm e o e e
Bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
sebagaimana dijelaskan pada profil Terlapor I merupakan
badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan
di Indonesia, yang berkedudukan di Gedung BRI | Jalan
Jenderal Sudirman Kavling 44-46, Jakarta Pusat 10210,
Indonesia, dan melakukan kegiatan usaha di bidang
perbankan. Bahwa dengan demikian PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero), Tbk. selaku Terlapor I memenuhi
kriteria pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut di

Maka dengan demikian unsur Pelaku Usaha terpenuhi;-----

Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 5 Tahun 2011
tentang Pedoman Pasal 15 tentang Perjanjian Tertutup,
pengertian Pelaku Usaha Lain adalah, “pelaku usaha yang
mempunyai hubungan vertikal maupun horisontal yang
berada dalam satu rangkaian produksi dan distribusi baik
di hulu maupun di hilir dan bukan merupakan
PESAINGNYQA "’} =====mmmmmmm e m e e e e
Bahwa PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
sebagaimana dijelaskan pada profil Terlapor Il merupakan
badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan

di Indonesia, yang berkedudukan di Graha Irama Lantai 5
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dan 15, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kavling 1 dan 2,
Jakarta Selatan 12950, Indonesia dan melakukan kegiatan

usaha antara lain di bidang asuransi jiwa; - -
Bahwa PT Heksa Eka Life Insurance sebagaimana
dijelaskan pada profil Terlapor Il merupakan badan usaha
yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia,
yang berkedudukan di Graha Inkoppabri, Jalan Duren Tiga
Nomor 38A-B, Jakarta 12780, Indonesia dan melakukan
kegiatan usaha antara lain di bidang asuransi jiwa; ----------
Bahwa Terlapor 1l dan Terlapor Ill secara bersama-sama
melalui  sebuah  konsorsium, melakukan perjanjian
bancassurance dengan Terlapor I} -------=--=-==mmmmmmmmmenmv
Bahwa dengan demikian Terlapor Il dan Terlapor Il
memenuhi kriteria pelaku usaha lain, dengan demikian

unsur Pelaku Usaha Lain terpenuhi; -------==-=--=--=nn-unu---

11.12.2.3 Satu atau Beberapa Kegiatan;---------==-==-==-==-=mnmmmmmmemmmeme-

a.

Bahwa Terlapor | melakukan Kkegiatan Kkerjasama
pemasaran dengan perusahaan asuransi (bancassurance)
dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui Bank
dengan model bisnis referensi dalam rangka produk bank;-
Bahwa kegiatan bancassurance tersebut dilakukan
Terlapor | bersama-sama dengan pelaku usaha lain yaitu
Terlapor Il dan Terlapor Il untuk memasarkan produk
asuransi jiwa kredit dengan model referensi dalam rangka
produk bank berupa KPR BRI; --------=-=--=----- e
Mengacu pada ketentuan model referensi dalam rangka

produk bank, Bank mereferensikan atau
merekomendasikan produk asuransi yang menjadi
persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan
kepada nasabah. Persyaratan keberadaan produk asuransi
tersebut dimaksudkan untuk kepentingan dan perlindungan
kepada Bank atas risiko terkait dengan produk yang
diterbitkan atau jasa yang dilaksanakan oleh Bank kepada
nasabah. Dalam hal ini, pada hakikatnya produk asuransi
juga untuk melindungi debitur sebagai pihak tertanggung

meskipun dalam polis dicantumkan banker’s clause karena

Bank sebagai penerima manfaat; ---------------=--==--=--mmnmo-
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Maka dengan demikian unsur satu atau beberapa kegiatan

terpenui; ---------mmm e --

11.12.2.4 Unsur menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu

untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar

bersangkutan;

a.

Bahwa berdasarkan uraian mengenai terms and conditions
yang diterapkan Terlapor | untuk menseleksi calon rekanan
Perusahaan Asuransi Jiwa, terdapat beberapa terms and
conditions yang mengacu pada dan dapat dipenuhi oleh
Terlapor Il dan Terlapor IlI, tetapi sulit untuk dipenuhi
oleh pesaing potensial Terlapor 11 dan Terlapor Ill. Terms
and conditions tersebut antara lain terkait dengan tarif
premi, free cover limit, dan mekanisme pembayaran klaim.
Bahwa penerapan terms and conditions yang sulit untuk
dipenuhi oleh pelaku usaha tertentu in cassu perusahaan
asuransi jiwa lain, yang merupakan kompetitor potensial
Konsorsium Terlapor Il dan Terlapor Ill, sebagaimana
telah diuraikan dalam analisis tentang perusahaan asuransi
JIWa [aIN; =mmm e e
Bahwa penerapan terms and conditions tersebut
merupakan bentuk penolakan atau upaya menghalangi
perusahaan asuransi jiwa lain untuk melakukan kegiatan
usaha yang sama, yaitu kegiatan bancassurance pada pasar
bersangkutan; --=-==-======mm oo e
Hambatan persaingan yang tercipta bagi pesaing potensial
bagi Konsorsium Terlapor IlI dan Terlapor Il telah
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat; ------------------
Bahwa Terlapor | telah melakukan perbuatan melawan
hukum karena melanggar ketentuan Surat Edaran Bank
Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010
yang mewajibkan Terlapor | untuk menawarkan pilihan
produk asuransi dimaksud paling kurang dari 3 (tiga)
perusahaan asuransi mitra. Dalam hal ini Terlapor | tidak
mengakomodasi kebebasan nasabah Bank dalam memilih
produk asuransi karena fakta menunjukkan hanya ada 1

(satu) pilihan asuransi jiwa yaitu Konsorsium Terlapor 1l

dan Terlapor IlI; e
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Bahwa pemasaran produk asuransi jiwa kredit Konsorsium
Terlapor Il dan Terlapor 11l melalui kegiatan
bancassurance dengan Terlapor | telah mengakibatkan
terjadinya hambatan masuk (entry barrier) bagi perusahaan
asuransi jiwa lain yang menjadi pesaing potensial
Konsorsium Terlapor 11 dan Terlapor II; ---------------------
Dengan demikian unsur menolak dan atau menghalangi
pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha
yang sama pada pasar bersangkutan terpenuhi; --------------
Bahwa unsur-unsur Pasal 19 huruf a Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 telah terbukti karena Terlapor |
melakukan kegiatan bancassurance bersama dengan
pelaku usaha lain yaitu Terlapor Il dan Terlapor Ill, yang
menolak dan atau menghalangi perusahaan asuransi jiwa
lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar
produk asuransi jiwa bagi debitur KPR BRI di seluruh

wilayah Indonesia; ----------------=-=-m-memememmmm oo

Upaya menolak dan atau menghalangi perusahaan asuransi
jiwa lain dilakukan dengan cara menerapkan terms and
conditions yang sulit untuk dipenuhi oleh calon rekanan
Terlapor |. Kegiatan bancassurance antara Terlapor |
dengan Konsorsium Terlapor Il dan Terlapor Il serta
penerapan terms and conditions bagi calon rekanan
Terlapor | tersebut mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli pemasaran asuransi jiwa kredit oleh Konsorsium
Terlapor Il dan Terlapor Il yang merugikan kepentingan
umum dimana debitur KPR tidak memiliki alternatif
pilihan penyedia asuransi jiwa kredit; -------------------------
Kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor | bersama-sama
dengan Terlapor Il dan Terlapor Il menyebabkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat berupa pemasaran
asuransi jiwa kredit yang dilakukan dengan cara melawan
hukum karena melanggar ketentuan Surat Edaran Bank
Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010.
Kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor | bersama-sama
dengan Terlapor 11 dan Terlapor Il tersebut juga

menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat
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berupa hambatan masuk bagi perusahaan asuransi jiwa lain

yang menjadi pesaing potensial Konsorsium Terlapor Il

dan Terlapor HI; ------------=-mmmmmmme - --
Menimbang bahwa pada tanggal 14 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang

Majelis Komisi Il dengan agenda Penyerahan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan

Pelanggaran oleh para Terlapor (Vide bukti B2):
Bahwa Sidang Majelis Komisi Il tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor

Il dan Terlapor Ill, namun para Terlapor meminta perpanjangan waktu untuk

menyerahkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (“LDP”);
Menimbang bahwa pada tanggal 9 Juni 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi Il dengan agenda Penyerahan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan

Pelanggaran oleh para Terlapor (Vide bukti B2):

Bahwa Sidang Majelis Komisi 11 tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor

I1 dan Terlapor I -----=--=-==-m-mmmmm e e

Menimbang bahwa Terlapor I, 11 dan 11l melalui Kuasa Hukum yang sama yaitu Law
Firm Hendro & Kanon Advocates and Counsellors at Law menyerahkan Tanggapan
secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal
sebagai berikut (Vide bukti T1.1. T2.1, T3.1); --------------=-=--=-mm--—- -
15.1 Bahwa Investigator dalam menyusun LDP tidak menyampaikan informasi yang

utuh dan menyeluruh; —-----=-=-=memom oo

15.1.1 Bahwa diterangkan dalam LDP halaman 4 pada angka 2.2.2, yang
berbunyi sebagai berikut: ---------==-m-mmm oo
“Pada awal pendiriannya, PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA
SEJAHTERA dibentuk untuk memenuhi kebutuhan serta melengkapi
pelayanan kepada nasabah perbankan BRI, khususnya nasabah
kredit kecil BRI > -----===-—=m == oo
Dan pada angka 2.2.3. yang berbunyi sebagai berikut: ------------
“Dalam perkembangannya, PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA

SEJAHTERA mengembangkan bisnis asuransi yang meliputi asuransi
jiwa, asuransi kesehatan, program dana pensiun, asuransi kecelakaan
diri, asuransi syariah yang dipasarkan tidak hanya kepada nasabah
BRI, tetapi juga masyarakat luas baik individu maupun kumpulan.” -----
15.1.2  Bahwa uraian Investigator tersebut di atas, menunjukkan tidak utuh dan
menyeluruhnya informasi yang disampaikan Investigator yang mana
tidak utuh dan menyeluruh tersebut terlihat dari pernyataannya yang
menyatakan bahwa pada awal PT. A.J. BRINGIN JIWA SEJAHTERA

dibentuk untuk memenuhi kebutuhan serta melengkapi pelayanan
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kepada nasabah perbankan BRI dan kemudian dalam perkembangannya
TERLAPOR Il mengembangkan bisnis asuransi yang meliputi asuransi
jiwa, asuransi kesehatan, program dana pensiun, asuransi kecelakaan
diri, asuransi syariah yang dipasarkan tidak hanya kepada nasabah BRI,
tetapi juga masyarakat luas baik individu maupun kumpulan; -------------
15.1.3  Bahwa Informasi tersebut dapat menimbulkan persepsi yang salah dan
menyesatkan bahwa Terlapor | dan Terlapor Il memiliki hubungan
khusus yang mana dikhawatirkan memberikan persepsi bahwa Terlapor
I merupakan pengendali dari Terlapor Il atau sebaliknya; ------------------
15.1.4  Bahwa Terlapor | bukanlah pemegang saham pada Terlapor Il dan
demikian pula sebaliknya, sehingga perlu ditegaskan bahwa Terlapor I
bukan pengendali Terlapor Il atau sebaliknya sebagaimana terlihat pada
susunan pemegang saham Terlapor | dan Terlapor Il berikut ini: ---------
15.1.4.1 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia,

Tbk. Disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Thk. No.

51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat oleh Fathiah Helmi,

notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.l. di bawah No.
AHU-48353.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 6 Agustus 2008

[Vide Bukti TI.1], susunan pemegang saham terakhir pada

Terlapor |, adalah sebagai berikut: ---------=-=-=-=-=-mmmm e

Modal Dasar Rp. 15.000.000.000.000
Jenis Saham Saham Seri A Saham Seri B
Nilai Nominal
Rp 500 per saham Rp 500 per saham
Saham
Jumlah Saham 1 (Dwiwarna) 29.999.999.999
Jumlah _ )
Keterangan Rupiah | Jumlah Saham Rupiah
Saham
Modal
Ditempatkan
_ 1 500 | 12.319.048.999 | 6.159.524.500.000
dan Disetor
Penuh
Pemegang
Saham:
6.999.999.999 | 3.499.999.999.500
1. NegaraR.I. 1 500

5.319.049.000 | 2.659.524.500.000
2. Masyarakat -
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Saham dalam
0 17.680.951.000

Portepel

15.1.4.2 Akta Berita Acara Rapat PT A.J. Bringin Jiwa Sejahtera No.
62 tanggal 22 Juni Tahun 2009 yang dibuat oleh Yatty Srijati
Suhadiwiraatmaja, S.H., Magister Humaniora, notaris di
Jakarta, yang telah diterima dan dicatat pemberitahuannya
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.l. di bawah
No. AHU-AH.01.10-15207 tanggal 10 September 2009 [Vide
Bukti TII.1], susunan pemegang saham terakhir pada Terlapor

Il adalah sebagai berikut: ----------------=--=---- mmmmmmmneee

Modal Dasar Rp 300.000.000.000
Nilai Nominal Saham Rp 100.000 per saham
Jumlah saham 3.000.000 saham
Keterangan Jumlah Saham Rupiah

Modal Ditempatkan dan
) 2.200.000 220.000.000.000
Disetor

Pemegang Saham:

1. Dana Pensiun Bank
Rakyat Indonesia 1.983.704 198.370.400.000
2. Yayasan Kesejahteraan

Pekerja Bank Rakyat

Indonesia 210.298 21.029.800.000
3. Koperasi Karyawan PT
Bank Rakyat Indonesia 5.998 599.800.000
Saham dalam Portepel 0

15.1.5  Perlu disampaikan pula bahwa saat awal berdirinya pada tahun 1987,
Terlapor 11 sebagai perusahaan berbadan hukum dengan bentuk
perseroan terbatas, memiliki maksud dan tujuan sebagaimana termaktub
dalam Pasal 2 Akta Perseroan Terbatas No. 116 tanggal 28 Oktober
1987 yang dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di
Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman
R.l. di bawah No. C2-6645.HT.01.01-TH-88 tanggal 2 Agustus 1988,
adalah sebagai berikut: [Vide Bukti TII.2] ---------=--=-mmmmmmmmm e
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a.  Perseroan berusaha menyelenggarakan asuransi jiwa dalam arti
kata seluas-luasnya dan dapat menerima kewajiban-kewajiban lain
yang tidak hanya berhubungan dengan meninggalnya tertanggung

atau tercapainya usia tertentu; -------------- e -
b.  Untuk mencapai maksud tujuan tersebut, maka Perseroan berhak
untuk mengadakan kerjasama, turut serta mengambil bagian atau
mempunyai  Kepentingan-kepentingan  dengan  perusahaan-
perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri yang

mempunyai maksud yang sama atau hampir sama dengan

Perseroan ini; ====-====m=mmmmm e e
Bahwa berdasarkan dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Terlapor Il
sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat PT A.J. Bringin
Jiwa Sejahtera No. 49, tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh Ny,
Esther Mercia Sulaiman, S.H., notaris di Jakarta yang telah memperoleh
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.1., di bawah
suratnya No. AHU-50551.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 31 Oktober
2008 [Vide Bukti TII.3], maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
Terlapor 1l adalah sebagai berikut: --------=--=-=-m-m s o
a.  Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah menjalankan usaha dalam

bidang asuransi; =---=-=-=-====-mmm o

b.  Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan
dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu menjalankan usaha

ASUFANSI === mm e o e oo e

- asuransi jiwa; ----- e e e T R e e

- asuransi kesehatan; ------=-=-=====nmmm oo

- asuransi kecelakaan diri; —---========== =

- usaha anuitas; - e
- asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah; -------------------
- dana pensiun berdasarkan prinsip-prinsip syariah; -------------
- menjadi pendiri dan pengurus dana pension; --------------------
Bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Terlapor 1l bukan saja
untuk memenuhi kebutuhan serta melengkapi pelayanan kepada nasabah
perbankan BRI, khususnya nasabah kredit kecil BRI, namun dari awal
Terlapor Il memang sudah menggariskan maksud dan tujuan serta
kegiatan usaha Terlapor Il mengembangkan bisnis asuransi yang

meliputi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, program dana pensiun,
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asuransi kecelakaan diri, asuransi syariah yang ditawarkan kepada
seluruh masyarakat baik individu maupun kumpulan; ----------------------
Bahwa pemenuhan kebutuhan serta pelayanan kepada nasabah
perbankan Terlapor | oleh Terlapor 11 pada saat awal setelah pendirian
Terlapor 11 adalah merupakan upaya Terlapor Il untuk menjaring
konsumen yang dimulai dari lingkungan terdekat dimana pemegang
saham Terlapor 1l adalah Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia yang

merupakan suatu kewajaran dalam pemasaran produk; ---------------------

Bahwa Investigator dalam LDP menggunakan penafsiran subyektif dari peraturan

KPPU terhadap suatu ketentuan perundang-undangan; ------------------------

1521

Bahwa dinyatakan di LDP pada halaman 8 Point 6 dan Point 7
merupakan penafsiran subyektif dari Investigator terkait Pasar
Bersangkutan yang telah diberikan pengertiannya sebagaimana
termaktub dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang R.l. No. 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat (“UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 1999”); -----=--===-==nmmnmumm-
Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai
berikut: -------------------- e e EEE LR e R R

“ Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan
atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan
atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau

JaSa terSEDUL.” ===mmmmmmm e e e e e e e e e e

Sementara LDP menyatakan sebagai berikut: -----------=-=-=-m-mmmmmeeo-

a. Pada Point 6 dinyatakan: ----------------- —-mmmmmees

”Pasar bersangkutan menunjuk kepada sektor perdagangan yang
mengalami hambatan persaingan usaha dan menunjuk kepada
daerah geografis pasar bersangkutan. Pasar bersangkutan
didefinisikan agar meliputi semua barang dan jasa yang dapat
mensubstistusi, serta semua pesaing di daerah berdekatan yang
dapat dihubungi pembeli apabila hambatan atau penyalahgunaan

tersebut mengakibatkan kenaikan harga yang berarti.” --------------

b. Pada Point 7 dinyatakan; -------------- -- mmmmmmmmmmenee
“Pasar bersangkutan dapat dikategorikan dalam dua perspektif,
yaitu pasar berdasarkan produk dan pasar berdasarkan geografis.
Pasar berdasarkan produk terkait dengan kesamaan, atau
kesejenisan dan/atau tingkat substitusinya. Pasar berdasarkan

halaman 24 dari 157



15.2.2

15.2.3

15.2.4

15.2.5

15.2.6

15.2.7

SALINAN

cakupan geografis terkait dengan jangkauan dan/atau daerah

PEMASAN AN, === mm oo oo
Bahwa penafsiran sendiri terkait Pasar Bersangkutan sebagaimana
termaktub dalam Point 6 dan Point 7 halaman 8 dari LDP tersebut di
atas, seharusnya tidak dilakukan oleh Investigator, karena akan

menimbulkan penggiringan pengertian Pasar Bersangkutan ke arah

tafsiran yang dirumuskan oleh Investigator, sementara ketentuan Pasal 1
angka 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terkait Pasar

Bersangkutan sebagai satu-satunya tafsiran yang harus menjadi dasar

pemeriksan Perkara ini, tidak sama dengan penafsiran yang dilakukan

oleh INVeStigator; ---------mmmmmm oo e
Bahwa larangan untuk menafsirkan undang-undang juga disampaikan
oleh Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D., yang mengatakan
sebagal berikut: —-=-=-=m-mmmmm e e

“Seharusnya, kata Erman, KPPU tidak boleh menafsirkan suatu
undang-undang. Dia berpendapat, yang dapat menafsirkan undang-
undang adalah hakim dalam rangka penemuan hukum.” -------=--=------
Bahwa wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 kepada KPPU sebagaimana termaktub dalam Pasal 35 huruf

f, hanyalah sebatas untuk menyusun pedoman, bukan untuk menafsirkan

ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, termasuk tetapi tidak
terbatas pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------------------
Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketig